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ABSTRAK 
Aturan hukum mengenai penyadapan tersebut masih tersebar di dibeberapa Undang-Undang. Hal tersebut 
dikarenakan tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Dikhawatirkan terjadi 
ketidakpastian hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan dan mengenai pengakuan hasil 
penyadapan sebagai alat bukti. Terlihat adanya pertentangan antara dua kepentingan negara dalam melindungi 
hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum. Berdasarkan pertentangan 
antara dua kepentingan tersebut menyebabkan ada sebagian warga negara yang merasa haknya konstutisionalnya 
dilanggar dengan adanya tindakan penyadapan. Masyarakat mengajukan Judicial Review atau pengujian kembali 
terhadap beberapa aturan yang mengatur mengenai penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Putusan mahkamah 
konstitusi tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 012-016-019/PUU- IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Racio Decidendi 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU- VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-
XIV/2016 dan menganalisis kewenangan lembaga pemenegak hukum dalam perolehan alat bukti hasil penyadapan 
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Konsep Pengaturan 
Hukum Penyadapan berbasis Perlindungan Terhadap Hak Privasi Seseorang, kemudian Bagaimana Manfaat 
terhadap adanya pengaturan Hukum Penyadapan atas pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan 
penelitian ini adalah dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum 
normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat peskriptif bukan deskriptif 
sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam. Pendekatan- pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-
undang (statute approach), pendekatan kasus (statute approach), pendekatan historis (historical approach), 
pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). 
Kata Kunci : Penyadapan, Tindak pidana korupsi, Kewenangan. 
 
 
I. PENDAHULUAN. 
Kegelisahan publik ketika melihat pemberitaan semakin maraknya perilaku tindak pidana korupsi seolah 
tergambar dalam pikiran masyarakat bahwa adakah hukum yang bisa menertibkan tindak pidana korupsi di 
Indonesia? Seberapa greget dan seriusnya pemerintah memerangi pelaku tindak pidana korupsi? atau juga 
pertanyaan dan bisa dikatakan buruk sangkanya masyarakat bahwa apakah yang melakukan korupsi itu adalah 
pemerintah (malingnya ternyata tuan rumah sendiri) lantas setelah mencuri mereka berteriak minta tolong seolah 
telah terjadi pencurian di rumahnya sendiri sambil tertawa puas bahwa kejahatannya terlindungi di balik seragam 
dan SK yang dia pegang. Jika seperti ini kondisinya maka hanya kehancuran peradaban dan sendi kehidupan yang 
akan bakal diterima oleh masyarakat. 
Kewenangan KPK menggunakan segala macam cara guna pencegahan dan penindakan pelaku tindak pidana 
korupsi sangat diapresiasi oleh masyarakat. Meskipun dalam segala tindakan KPK selalu menuai kontra bagi pihak-
pihak yang kepentingannya terganggu. Salah satu tindakan KPK guna penindakan perilaku tindak pidana korupsi 
adalah dengan melakukan penyadapan. Penyadapan saat ini dianggap cara yang sangat jitu menangkap pelaku tindak 
pidana dimanapun dia berada. Penyadapan yang dilakukan KPK membuahkan hasil yang sangat pantas diapresiasi 
meskipun masih terdengan suara-suara bahwa KPK masih tebang pilih. Agaknya juga perlu dipahami bahwa petugas 
KPK adalah manusia biasa juga yang punya perasaan dan beban moral ketika kasus-kasus besar mereka ungkap. 
Kasus yang mereka ungkap tentu sesuai kapasitas kemampuan dan daya tahan emosional mereka. Petugas KPK juga 
memiliki keluarga dan juga harus mengutamakan keselamatan pribadi dan keluarganya, jika teror dan hantaman dari 
pihak-pihak merasa dirugikan oleh kerja KPK terus mereka lancarkan maka seberapa kuat pun mental pegawai KPK 
lama kelamaan juga akan roboh. 
Oleh karena itu terobosan yang dilakukan KPK dalam memberlakukan penyidikan guna mengurangi laju 
kasus perceraian harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Rekaman hasil penyadapan tidak dapat menjadi 
alat bukti, namun informasi dalam rekaman hasil penyadapan tersebut terbukti sangat efektif untuk dapat 
memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi. 
Penyadapan ini oleh sebagian pihak dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, bahkan justru dianggap 
sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) karena orang merasa dizalimi dengan 
adanya penyadapan KPK tersebut. Pemerintah berupaya untuk membuat RPP (Rancangan Peraturan 
Pemerintah) tentang Pelaksanaan Penyadapan KPK sebagai upaya agar kewenangan penyadapan KPK tersebut 
tidak dianggap melanggar hukum dan HAM. 
Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk 
melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: 
”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, danpenuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.  
Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yang diberikan oleh Undang-Undang 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya cukup disebut UU KPK), tidak 
menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan tersebut. Hal tersebut 
berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam kasus terorisme yang oleh Pasal 31 PERPPU No. 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan sebagai Undang-Undang 
No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur secara rinci pelaksanaannya. 
Sebuah perubahan struktur pemerintahan dan politik akan mempengaruhi tingkah laku aktor politik dan 
mekanisme kebijakan serta efek politik yang ditimbulkan. Belum lagi dengan rapuhnya aturan legal formal dan 
belum komprehensif pelembagaan penegakan hukum di daerah, semakin menambah carut-marutnya pelaksanaan 
otonomi di daerah. (D. Andhi Nirwanto, 2013: 14).  
Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek- praktek korupsi. Upaya 
pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu 
Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentukkomisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). (Yogi Suwarno, 2006: 94).  
Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada undang-
undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK. 
Haltersebut dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas (principle of legality) yakni asas 
yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam 
peraturan perundang-undangan (yang dalam redaksi bahasa Belandanya dinyatakan : nullum delictum nulla 
poena sine praevialege). (Moeljatno, 2002: 23) 
Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala 
proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang misalnya orang KPK melakukan penyadapan 
padahal dia bukan merupakan penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan 
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan 
penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan 
berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatuperkara.Pada 
dasarnya penyadapan sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti dalam kasus “kerah putih” (korupsi) ini, 
oleh karena sulitnya mendapatkan bukti dalam perkara ini sehingga cara konvensional dianggap sudah tidak 
lagi efektif digunakan. 
Dalam perkembangannya, pengaturan tentang tindak pidana Korupsi diatur dalam: (1) UU No. 24 Prp tahun 
1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. (2) UU No. 3 Tahun 1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. (4) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. (5) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi. 
PeraturanPerundang-undangantentangKorupsisebagaimanatersebut di atas, dalam prakteknya belum berhasil 
menihilkan perilaku korup yang sangat merugikan hajat hidup diri dan orang banyak itu. Meminjam pernyataan 
dari Karni Ilyas : Siapa di antara kita yang tidak pernah korup? Penyakit menular itu telah merebak ke mana-mana. 
Di Jakarta, kota-kota besar, kota-kota kecil, bahkan di desa-desa, penyakit itu bagai menjangkiti semua orang tanpa 
pilih bulu. Susahnya mencari orang yang bebas korupsi di Indonesia sekarang ini sama dengan sulitnya mencari 
orangjujur. (Karny Ilyas, 1996: 102). 
Tidak hanya oleh pejabat negara atau pemerintah yang bertindak korupsi atas keuangan negara, penyakit 
korupsi itu buruknya menular pula ke kalangan swasta. Hampir semua profesi yang berhubungan dengan 
masyarakat ternoda penyakit itu. Baik akuntansi, dokter, pengacara, bahkan wartawan tidak bisa menghindari 
budaya itu. 
Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukan suatu istilah yuridis. Bahkan istilah korupsi sendiri berasal 
dari bahasa Latin, “Corruptio”, yang antara lain berarti merusak, membuat busuk, menyuap. 
(SoedjonoDirdjosisworo , 1994: 107-108). Menurut Subekti, Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya 
diri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara. (JE Sahetapy, 1879: 45). 
Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas, menyatakan bahwa korupsi adalah transaksi yang tidak jujur yang 
dapat menimbulkan kerugian orang, waktu dan tenaga dari pihak lain, baik berupa penyuapan (bribery), pemerasan 
(extortion) dan nepotisme. Ketiga fenomena tersebut tidaklah sama, tapi ada benang merah yang menghubungkan 
fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan politik dibawah kepentingan privat dengan 
pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, 
penipuan, dan pengabaian yang kejahatan setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.(Alatas,: 1-12). 
Meskipun pada dasarnya dikarenakan untuk lebih memberdayakan undang-undang yang ada, UU Nomor 
11 Tahun 2008 telah mengatur secara tegas mengenai larangan penyadapan yang dilakukan selain untuk 
kepentingan penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan penegak hukum lainnya. Pasal 31 
ayat (2) jo ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa: 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi (penyadapan) 
atas tranmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat public dari, ke, dan di 
dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan 
perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan ataupun penghentian 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan”  
“Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam 
rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang 
ditetapkan berdasarkanUndang-Undang”.(Penjelasan UU No. 11 Tahun 2008). 
Di sisi lain, Pasal 31 ayat (4) UU No.11 Tahun 2008 membenarkan adanya Peraturan Pemerintah 
tersendiri yang mengatur mengenai penyadapan (intersepsi), yang menyatakan sebagai berikut: “Ketentuan 
lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi yang dimaksud ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.  
Mengapa korupsi di Indonesia menjadi begitu sulit diberantas ? Benarkan korupsi telah membudaya ? 
Tepatkah pernyataan korupsi sebagai bagian budaya ? Bukankah budaya terkait dengan nilai-nilai keluhuran  yang 
sepakat dipertahankan karena dapat meningkatkan harkat martabat kita, sebagaimana kita dikenal sebagai 
masyarakat yang penuh toleransi, sopan santun, dan juga  ramah.  Bagi saya korupsi bukanlah bagian budaya 
masyarakat kita, tapi merupakan penyakit akut yang menggerogoti masyarakat sehingga kehilangan kemampuan  
untuk melihat korupsi sebagai tindakan yang hina. Oleh karena itu barangkali lebih tepat pernyataan bahwa korupsi 
adalah wabah dan endemi yang harus dibasmi. Meskipun kita telah terus menerus melakukan upaya penangan 
korupsi tetapi korupsi ternyata masih merajalela. 
Mencuatnya perdebatan mengenai interception of communication atau  yang  lebih  dikenal dengan 
penyadapan komunikasi, semakin hangat akhir-akhir ini. Hal ini seiring dengan dipergunakannya mekanisme ini 
oleh aparat  penegak  hukum  dalam mengungkap berbagai kejahatan, terutama kejahatan yang memiliki  sifat  
terorganisir dan transnasional. Perdebatan tentang penyadapan semakin menguat setelah diundangkannya UU No. 
17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 
tentang  Komisi  Yudisial.  Diskursus untuk melakukan penataan kembali kesimpangsiuran  hukum  penyadapan  
sendiri menjadi kian menguat, setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas perkara pengujian Pasal 31 
ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasca-itu, publik mulai kian sering 
membicarakan tentang perlunya  pengaturan tentang penyadapan yang rigid. 
Penyadapan oleh aparat penegak hukum atau institusi resmi negara tetap menjadi kontroversial, karena 
dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negara, yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, 
kehidupan keluarga maupun korespondensi. Namun, penyadapan juga sangat berguna sebagai salah satu metode 
penyidikan dalam pengungkapan kasus-kasus pidana. Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi 
kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan 
merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap efektif. 
 II. PERMASALAHAN 
1. Bagaimana Konsep Pengaturan Hukum Penyadapan berbasis Perlindungan Terhadap Hak Privasi 
Seseorang ? 
2. Bagaimana Manfaat terhadap adanya pengaturan Hukum Penyadapan atas pelaku tindak pidana korupsi di 
Indonesia ? 
 
I. METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non 
doktrinal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum 
normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat peskriptif bukan deskriptif sebagaimana 
ilmu sosial dan ilmu alam. Dalam penelitian hukum ini karakteristik yang digunakan yaitu ilmuhukumyang bersifat 
peskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat peskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, 
validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum dan norma-norma hukum. 
Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach),pendekatan 
kasus (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative 
approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang 
relevan dengan penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan undang-undang (statute approach). 
Pendekatan undang-undang (statute approach) adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan 
legislasi, dimana dalam penelitian ini regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-undang No.8 Tahun 
1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-
undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (UU KPK), Undang-undang No.39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
 
III. PEMBAHASAN 
1. Konsep Pengaturan Hukum Penyadapan berbasis Perlindungan Terhadap Hak Privasi Seseorang 
Hak atas Privasi di Indonesia dijamin perlindungannya di dalam Konstitusi Indonesia, khususnya sebagaimana 
ditegaskan di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri 
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak  berbuat  sesuatu yang merupakan hak 
asasi”. 
Pada uraian terdahulu telah diuraikan bahwa hak atas privasi hanya bisa “diganggu” jika ada perintah kekuasaan 
yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai bentuk formal jaminan terhadap hak atas privasi, 
ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penyadapan,meski ternyata syarat ini tidak berlaku secara umum 
dan bergantung pada jenis tindak pidana yang tengah diusut. Kendati syarat yang ada tidak sama, tak ayal bahwa ada 
prosedur yang harus diikuti sebelum bisa melakukan penyadapan. 
Ada sebuah Pertanyaan apakah penyadapan termasuk ke dalam kategori kewenangan penyidik yang bisa 
dikontrol secara horizontal. 
Ada 3 poin yang harus dipertimbangkan untuk menjawab pertanyaan di atas, yaitu: 
 
a. Penyadapan adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pada tindak pidana tertentu saja; 
b. Persyaratan untuk melakukan penyadapan pada tiap tindak pidana berbeda-beda; dan 
c. Dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika, penyadapan bukan merupakan kewenangan yang 
secara eksklusif dimiliki oleh penyidik. 
 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan No. 006/PUU-I/2003, Putusan No. 012-016-
019/PUU-IV/2006 dan Putusan No. 5/PUU-VIII/2010 telah memberikan arahan agar pemerintah membuat suatu 
undang-undang yang mengatur penyadapan. Sayangnya, hingga saat ini, undang-undang yang dimaksud belum 
juga terbentuk. Dengan demikian, pengaturan mengenai penyadapan, termasuk siapa yang berwenang 
melakukannya serta cara untuk melakukannya, masih tersebar dalam pelbagai perundang-undangan. 
Dalam status quo, penyadapan diperkenakan untuk dilakukan guna mengusut beberapa tindak pidana, yaitu 
tindak pidana korupsi, tindak  pidana terorisme, tindak pidana narkotika dan tindak pidana perdagangan orang. 
Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan ketika memeriksa laporan daninformasi. 
Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui proses praperadilan adalah terlindunginya hak asasi manusia, 
khususnya yang dimiliki oleh tersangka.Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh penyidik (dan penuntut 
umum), termasuk di dalamnya penyadapan, tak ayal berpotensi melanggar hak asasi manusia jika tidak dilakukan 
dengan tepat. Atas dasar pemikiran inilah pranata praperadilan dimunculkan: memastikan tidak terlanggarnya hak 
asasi manusia. ( JJ. Von Schmid, 1962: 149-143). 
Dengan disadapnya seseorang, percakapan yang dilakukan orang tersebut dengan pihak lain menjadi bisa 
diketahui oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah penegak hukum. Kondisi yang demikian “menghilangkan privasi” 
yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan percakapan. Padahal, “hak atas privasi” secara implisit dijamin dalam 
Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:“Setiap orang 
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”  
Dua ketentuan di atas menunjukkan bahwa pembatasan terhadap hak atas privasi tidak bisa dilakukan 
secara semena-mena. Dengan kata lain, meski hak atas privasi bukan merupakan hak yang mutlak dan bisa dibatasi, 
namun pembatasannya harus memenuhi syarat tertentu.Kondisi ini diafirmasi dan diuraikan lebih lanjut dalam 
hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan: 
“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana 
elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan.” 
Dalam status quo, tidak ada mekanisme yang bisa digunakan untuk membuktikan apakah syarat 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32 UU HAM terpenuhi atau tidak. Artinya, tidak ada kepastian apakah 
tindakan penyadapan yang dilakukan selama ini oleh penegak hukum adalah pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia atau bukan. Ihwal ini bisa diselesaikan dengan memperluas ruang lingkup praperadilan. Perluasan ruang 
lingkup praperadilan hingga mencakup penyadapan akan  memastikan penyadapan dilakukan dengan sah. Dengan 
demikian, kekhawatiran mengenai akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia akibat penyadapan yang tidak sah 
akan bisa diminimalisir. 
Dengan demikian penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM, manakala dilakukan demi kepentingan 
pengungkapan kasus. Dengan kata lain, pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk 
kepentingan di luar penegakkan hukum. KPK adalah lembaga utama penggerak pemberantasan korupsi di 
Indonesia saat ini. Semua pihak memahami betapa vitalnya aktivitas penyadapan bagi upaya KPK 
mengungkap kasus-kasus korupsi. (Penjelasan Undang Undang No.11 Tahun 2008). Keberhasilan KPK dalam 
membongkar skandal korupsi demikian identik dengan keberhasilan dalam menyadap perbincangan para 
pelaku. Selama KPK melakukan penyadapan demi kepentingan hukum dan pengungkapan kasus pidana, maka 
hal tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM. Penyadapan memang tidak dapat dilakukan oleh sembarang 
orang kecuali dengan alasan yang dibenarkan hukum, karena banyak orang yang melakukan penyadapan 
dengan maksud-maksud yang jahat. 
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang dikenal dengan kejahatan ”kerah putih” (extraordinary 
crime) sangat sulit untuk menemukan buktinya, maka dari itu harus pula dihadapi denganupaya luar biasa juga, 
salah satunya adalah dengan cara penyadapan. Bertolak dari kondisi-kondisi faktual tentang akutnya problem 
korupsi dalam birokrasi di Indonesia, akal sehat manapun pasti akan menyatakan penguatan sistem 
pemberantasan korupsi jauh lebih harus diprioritaskan dan sangat mendesak. 
Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari 
laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal 
mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam 
penggunaannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan 
penyadapan sehingga tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak pribadi seseorang.  
Pasal 32 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 memberikan jaminan bagi Warga Negara dalam hal 
kemerdekaan dan rahasia hubungan komunikasinya melalui sarana apapun, namun, ketentuan hukum ini 
ternyata memberikan batasan yang harus diperhatikan, yaitu jika perintah hakim menentukan ‘gangguan’ 
(penyadapan) itu sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mau tidak 
mau penyadapan tersebut harus dilakukan. 
Di samping itu, aturan mengenai jangka waktu penyadapan juga berbeda-beda. Bila kita lihat jangka waktu 
penyadapannya, dalam UU Psikotropika izin penyadapan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Dalam UU 
Narkotika izin penyadapan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan lagi. Sedangkan 
dalam  UU Intelijen Negara, penyelenggara intelijen negara dapat melakukan penyadapan paling  lama 6 bulan, dan 
dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Artinya tiada batas waktu yang pasti bagi penyelenggara intelijen 
negara dalam melakukan tindakan penyadapan. Aturan ini jelas potensial akan melanggar perlindungan hak warga 
negara atas privasi, karena memungkinkan penyelenggara intelijen negara untuk melakukan tindakan penyadapan 
sepanjang waktu. 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membolehkan dalam jangka waktu satu tahun. UU 
KPK mengizinkan penyadapan tanpa dibatasi jangka waktu tertentu. Masalah jangka waktu yang berbeda ini rentan 
dilanggar jika tidak ada pemantauan dan kontrol dari institusi yang objektif. 
Ketiadaan aturan mengenai penggunaan materi hasil penyadapan juga akan menimbulkan penyalagunaan. 
Pengaturan penggunaan materi hasil penyadapan ini sebenarnya mencakup berberapa hal yang pada intinya yakni:  
(1)  adanya pembatasan orang yang dapat mengakses penyadapan dan jangka waktu penyimpanan hasil 
penyadapan;  
(2)  prosedur penyadapan; 
(3)  mengatur mengenai materi  penyadapan  yang relevan;  
(4)  prosedur menjadikan materi penyadapan sebagai alat bukti di pengadilan; dan  
(5)  menghancurkan hasil penyadapan yang sudah tidak relevan demi kepentingan umum dan hak privasi 
warganegara. 
Tiadanya aturan mengenai penggunaan materi hasil penyadapan mengakibatkan materi hasil penyadapan 
dapat diakses siapapun baik secara rahasia maupun publik. Selain itu materi hasil penyadapan juga dapat 
diperdengarkan atau dikutip  di  berbagai  media tanpa melalui seleksi yang ketat. Hal inilah yang dapat  membuka  
penyalahgunaan  materi penyadapan. Tidak adanya mekanisme menyimpan berdasarkan hukum maupun 
menghancuran materi rekaman dapat mengancam hak privasi bagi siapapun yang  menjadi sasaranpenyadapan. 
Hal yang terpenting pula adalah di Indonesia tidak adanya mekanisme komplain yang disediakan secara 
khusus dari warga negara dan kontrol yang objektif terhadap penggunaan penyadapan atau materi penyadapan yang 
dilakukan  tanpa  prosedur,  di luar kewenangan atau dilakukan dengan cara abuse of power. Tiadanya mekanisme 
ini akan menyuburkan praktik-praktik yang melanggar HAM dalam melakukanpenyadapan. 
2. Manfaat Terhadap Adanya Pengaturan Hukum Penyadapan Atas Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di 
Indonesia 
Pengembanan hukum dan penyelenggaraan hukum di Indonesia tampak didominasi paradigma hukum 
positivistik. Di bawah pengaruh paradigma positivistik ini,  pengembanan hukum oleh para praktisi hukum dalam 
penalarannya cenderung hanya merujuk pada kerangka acuan positivitas dan kerangka acuan koherensi, dan 
mengabaikan kerangka acuan yang ketiga yakni keadilan. Selain itu, dalarn menginterpretasi aturan perundang-
undangan tampak kurang memperhatikan metode sosiologikal dan metode historikal (untuk mengetahui latar 
belakang yang menyebabkan dibuatnya ketentuan undang-undang terkait) serta metode teleologikal (untuk  
mengetahui tujuan yang mau dicapai dengan ketentuan undang-undang tersebut) yang dengan sendirinya cenderung 
menyebabkan terabaikannya pertimbangan-pertimbangan kontekstual. 
Semuanya itu demi kepastian hukum. Di bawah pengaruh paradigma positivistik itu, maka penerapan dan 
penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan cenderung hanya membatasi diri pada penggunaan 
metode interpretasi gramatikal, dan paling jauh melibatkan metode sistematikal. Karena itu, sehubungan dengan 
dominasi paradigma positivistik  itu,  maka  ketentuan-ketentuan yang mengatur cara melaksanakan tindakan yang 
mengurangi hak-hak individu itu perlu dirumuskan secara eksplisit dan cermat dalam peraturan perundang-
undangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang membolehkan tindakan  pengurangan  hak-hak individu itu. 
Justru di dalam UU KPK pengaturan tentang cara menerapkan ketentuan- ketentuan yang mengurangi hak-hak 
individu tidak atau kurang ditampilkan secara eksplisit. Contohnya adalah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 
Ayat (1) huruf a  UU KPK yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan dan 
perekaman pembicaraan. 
Dalam perkembangannya, penyadapan sudah mengalami perubahan yang sangat cepat pula. Jika dahulu 
penyadapan masih menggunakan kemampuan manusia atau mata-mata (spionase) namun dalam masa sekarang 
penyadapan menggunakan teknologi yang sudah maju.Oleh karena sulitnya mendapatkan alat bukti maka 
dibutuhkan cara-cara baru salah satunya adalah penggunaan alat bukti elektronik khususnya alat bukti hasil 
penyadapan yang diakui sebagai salat satu bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi hal ini sesuai dengan 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana 
korupsi Pasal 26 A. 
Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk  tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: 
a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik 
dengan alat optik atau yang serupa dengan itu,dan 
b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan yang 
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang 
terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau 
informasi yang memilikimakna. (Alatas. Syed Hussein). 
 
Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan 
adanya kekususan mengenai alat bukti.Pasal 39 ayat (1) Penyidikan, penyelidikan dan penuntutan tindak pidana 
korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.  
Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk di dalam tindak pidana korupsi juga bisa didapat melalui 
informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti keteangan 
saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai penyusun alat bukti petunjuk. 
Hasil penyadapan yang digunakan oleh KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang selama ini dilakukan 
berdasakan ketentuan mengenai alat bukti yang sah yang selanjutnya akan menentukan kekuatan dari alat bukti 
tersebut. Hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini merupakan sebuah alat bukti petunjuk sebagai 
mana yang diterangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 26 A di atas. 
Namun penyadapan dapat mengungkap suatu tindak pidana, memberantas tindak pidana atau kejahatan yang 
bersifat ekstraordinari, memberantas tindak pidana baru yang sangat canggih, digunakan untuk pertahanan dan 
keamanan negara, mencegah terjadinya kejahatan yang berdampak massal, mengungkap dan mengantisipasi bahaya 
nyata dan bahaya potensial yang mungkin timbul atau bahkan terungkapnya tindakan atau kata- kata yang dapat 
mengganggu ketentraman atau ketertipan umum (breach of peace) dan lain sebagainya. (Ranuhandoko IPM, 2006: 
1).  
 
V. SIMPULAN 
1. Berdasarkan beberapa aturan hukum mengenai penyadapan tersebut meskipun pada awalnya dianggap 
mengganggu hak privasi seseorang namun setelah melihat sisi positif dari kegiatan penyadapan oleh KPK. 
Maka kepentingan negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam 
menegakkan hukum, seharusnya melahirkan suatu solusi agar kedua hal tersebut dapat berjalan 
berdampingan dan harmonis, di mana peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibuat untuk 
mengatur tindakan penyadapan dan perlindungan atas hak privasi dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awal 
dari hukum itu sendiri. Pada akhirnya berhubung penyadapan memiliki tujuan besar dan menjadi kekuatan 
oleh KPK maka penyedapan tetap dianggap legal dan tidak bertentangan dengan pelanggaran HAM yang 
selama ini ditujukan kepada KPK. 
2. Manfaat Hasil penyadapan yang digunakan oleh KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang selama ini 
dilakukan berdasakan ketentuan mengenai alat bukti yang sah yang selanjutnya akan menentukan kekuatan 
dari alat bukti tersebut. Hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini merupakan sebuah alat bukti 
petunjuk sebagai mana yang diterangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 26 A di atas. Alat bukti petunjuk 
digunakan seorang hakim apabila belum mencukupi batas minimum hukum pembuktian sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku-buku 
Alatas. Syed Hussein. Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, Jakarta: LP3ES. 
Aziz Syamsudin. (2011).  Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika. 
D. Andhi Nirwanto (2013). Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi, Semarang: Aneka Ilmu. 
JE. Sahetapy. (1979). Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Alumni. 
JJ. Von Schmid. (1962). Konsepsi Kedaulatan, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, Jakarta: PT. 
Pembangunan. 
Karni Ilyas. (1996). Catatan Hukum, Jakarta: Yayasan Karyawan Forum. 
Moeljatno. (2002).Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta. 
Ranuhandoko I.P.M. (2006). Terminologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.  
Soedjono Dirdjosisworo. (1994).  Sinopsis Kriminologi Indonesia, Bandung: Mandar Maju. 
Yogi Suwarno.(2006). Strategi Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Pusat Kajian Administrasi Internasional, LAN RI. 
 
Peraturan perundang-undangan 
KUHAP 
Undang Undang No. 5 Tahun  1997  tentang Psikotropika. 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi 
Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. 
Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemncegahan dan Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Undang Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-I/2003.  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU- IV/2006.  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010.  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. 
PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan 
sebagai Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur secara 
rinci pelaksanaannya. 
 
 
